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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the factors that affect the 
financial performance of Local Government  Sragen Regency. Factors that affect, 
among others, financial information systems, accounting control, budget 
participation, reporting system. 
Population in this research is government employee of district of Sragen 
part of finance and budget usage. The sample in this research is 65 from 125 
employees who are in finance and division in Sragen regency. The type of this 
research is  qualitative research. The analysis technology  used is multiple linear 
regression. 
The results showed that: (1) financial information system (X1) has  
positive and significant influence on the financial performance of local 
government;(2) accounting control (X2) has positive and significant influence on 
the financial performance of local government of Sragen regency; (3) budget 
participation (X3) has positive and significant effect on financial performance of 
local government of Sragen regency; (4) reporting system (X4) has  significant 
positive effect on the financial performance of local government; (5) attitudes and 
behavior of apparaturs 
Keywords: Local Government Financial Performance, Financial Information    
System, Accounting Control, Budget Participation, Reporting System. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 
kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Faktor yang 
mempengaruhi antara lain sistem informasi keuangan, pengendalian akuntansi, 
partisipasi anggaran, sistem pelaporan terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah kabupaten sragen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sragen bagian keuangan dan penggunaan anggaran sebanyak 125 
orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Alat analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : Sistem Informasi Keuangan (X1) 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah kabuapten sragen; 2) pengendalian Akuntansi (X2) mempunyai pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 
kabupaten sragen; 3) partisipasi anggaran (X3) mempunyai pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sragen; 4) 
sistem pelaporan (X4) berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 
keuangan pemerintah kabupaten sragen. 
  
Kata kunci : Sistem Informasi Keuangan, Pengendalian Akuntansi,Partisipasi 
Anggaran, Sistem Pelaporan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Penetapan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 
tahun 1999 oleh pemerintah mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi 
yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada 
pemerintah daerah (Halim, 2001). Selanjutnya, undang-undang ini diganti dan 
disempurnakan dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau 
pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada 
pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui 
DPRD). 
Akuntablitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas 
aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat dan daerah 
harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktifitas dan kinerja 
keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapet 
dipercaya (Arifin, 2012). 
1 
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Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam 
rangka pemenuhan hak- hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, 
hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak 
untuk menuntut pertanggungjawaban. 
Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah 
Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem 
informasi akuntansi yang diterapkan selama ini. Sistem yang dimaksud jika dikaitkan 
dengan kondisi sekarang ini adalah sistem informasi keuangan publik pemerintah. 
Dengan demikian faktor yang ikut menentukan kinerja keuangan daerah adalah peran 
akuntansi keuangan publik sebagai faktor konstekstual atau situasional.  
Sementara itu Schiff dan Lewin (1970) dalam Manaroinsong (2014) 
mengemukaan bahwa ada faktor lain yang ikut mengendalikan kinerja organisasi 
sektor publik, yakni anggaran dan partisipasi penyusunannya. Hasil penelitiannya 
mengemukakan bahwa anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai 
perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran digunakan sebagai sistem 
pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Seiring dengan peran anggaran 
tersebut. 
Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat 
pertanggungjawaban. Dalam laporan harus harus ditunjukkan hasil kerja pusat 
pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan 
terhadap anggaran (Arif, 1995 dalam Beny, 2012). 
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Halim (2002) menyatakan bahwa dalam konteks pemerintahan sudah 
seyogyanya pemerintah (pusat dan daerah) segera memperbaiki sistem pengelolaan 
keuangan daerah termasuk sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup sistem 
pelaporan perhitungan anggaran guna terciptanya pengelolaan keuangan yang 
transparan dan akuntabel. Mardiasmo (2002) berpendapat agar laporan 
pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan pemerintah daerah lebih akuntabel. 
Baik tidaknya pengelolaan keuangan daerah akan sangat menentukan kinerja 
keuangan yang di capai pemerintah daerah, oleh karena itu kinerja keuangan daerah 
yang dicapai pemerintah daerah menjadi tolak ukur pakah pemerintah berhasil atau 
belum berhasil.  
Terkait dengan masalah akuntabilitas di Indonesia menurut Kumorotomo 
(2010) ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kinerja akuntabilitas 
pemerintah daerah. Berkaitan dengan administrative accountability dan professional 
accountability isu pokok yang muncul adalah buruknya kinerja pengelolaan angaran 
daerah. 
Kenyataan tersebut bias diketahui dari semakin sedikitnya laporan keuangan 
pemerintah daerah (LKPD) yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 
dari badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun 2009 jumlahnya hanya 8 dari 164 
LKPD yang dilaporkan. Padahal pada tahun 2004 lalu jumlah laporan keuangan 
daerah yang mendapat opini terbaik berjumlah 21 laporan. Pada tahun 2005 turun 
menjadi 17 laporan, bahkan pada tahun 2006 merosot tajam menjadi kurang dari 10 
laporan. 
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Sehubungan dengan ethical accountability, dari pengalaman juga menunjukkan 
bahwa buruknya kinerja akuntabilitas hal itu bisa dilihat dari banyaknya dana yang 
belum terserap dan belum lagi banyaknya pemerintah daerah yang kemudian 
menyimpan dananya daripada untuk merealisasikannnya bagi masyarakat. Persoalan 
lain juga banyaknya alokasi dana yang diperuntukan bagi belanja aparatur daripada 
belanja langsung untuk rakyat. 
Fraksi DPRD mengkritik kinerja pemerintah kabupaten Sragen dikarenakan 
kinerja pemerintah kabupaten yang dinilai kurang maksimal dalam mengelola 
anggaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelebihan nilai sisa anggaran yang 
direalisasikan sebesar Rp246,3 miliar dari nilai APBD Rp1,7 triliun. Fraksi DPRD 
mempertanyakan penyebab tingginya nilai silpa dimana anggaran sebesar itu 
seharusnya dapat diserap saat pelaksanaan anggaran. 
Menurut ketua Fraksi PDIP Sugiyamto (2015) mengatakan pemkab sragen 
seharusnya lebih akurat dalam merencanakan anggaran sehingga nilai silpa bisa 
ditekan. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Sragen Untung (2015) mengatakan sebagian silpa berasal dari dana 
tunjangan sertifikat guru, dana alokasi khusus (DAK) dan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN). Anggaran- anggaran tersebut tidak bisa diutak-atik. 
Silpa 2014 dari dana sertifikat tercatat Rp56 miliar, DAK Rp10 miliar, dan 
JKN sekitar Rp 7 miliar. Sedangkan silpa murni daerah hanya Rp150 miliar, dari 
silpa 2014 senilai Rp246,3 miliar itu, sekitar Rp71 miliar sudah masuk APBD Sragen 
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2105. Nilai silpa juga dipengaruhi efisensi belanja yang dilakukan satuan-satuan 
kerja (satker) Pemerintah kabupaten Sragen. 
Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan kinerja 
keuangan pemerintah daerah telah diteliti oleh banyak peneliti sebelumnya, 
diantaranya Yahya (2008), Agusti (2012), Anjarwati (2012), dan Manaroinsong 
(2014).  
Penelitian yang dilakukan oleh Yahya (2008) dan Manaroinsong (2014), 
menemukan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
keuangan daerah.  Hasil positif menunjukkan apabila karyawan dilibatkan secara 
nyata dalam penyusunan anggaran maka akan mengakibatkan kinerja keuangan akan 
semakin baik. 
Sistem informasi keuangan berkaitan dengan informasi pembuatan anggaran, 
dalam penelitiannya tentang Job Relevant Information (JRI), memahami JRI sebagai 
informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas 
(Kren,1992 dalam Manaroinsong 2014). Namun, penelitian Manaroinsong (2014) 
menemukan sistem informasi keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap 
kinerja keuangan daerah. 
Hopwood (1992) menyatakan bahwa suatu keberhasilan implementasi sistem 
tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian 
menunjukkan bahwa faktor perilaku individu maupun pimpinan pengguna sistem 
sangat menentukan kesuksesan implementasi menuju kinerja yang tinggi. 
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Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepala instansi 
pemerintah daerah membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan 
control operasi dengan lebih efektif dan efisien (Hilmi, 2005). Hasil penelitian 
Anjarwati (2012) menemukan pengendalian akuntansi berpengaruh tidak signifikan 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Hilmi (2004) mengemukakan laporan yang baik adalah laporan yang disusun 
secara jujur, obyektif, dan transparan.  Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau 
hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja 
pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui 
penyimpangan terhadap anggaran. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Anjarwati 
(2012) yang menemukan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas kinerja intansi pemerintah. 
Berdasarkan research gap di atas, penulis tertarik untuk memilih Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagai objek untuk melakukan penelitian 
terhadap masalah yang disebutkan yaitu mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah. Hasil penelitian tersebut penulis tuangkan ke dalam laporan tugas akhir yang 
berjudul “Pengaruh Sistem Informasi Keuangan, Pengendalian Akuntansi, Partisipasi 
Anggaran, Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sragen”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, peneliti 
mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :  
1. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah diharapkan dapat memberikan 
informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kenerja keuangan pemerintah 
kepada pihak- pihak yang berkepentingan. 
2. Masih adanya permasalahan yang berhubungan dengan kinerja akuntabilitas 
pemerintah daerah dimana terdapat isu bahwa masih buruknya kinerja 
pengelolaan anggaran daerah. 
3. Baik tidaknya pengelolaan keuangan daerah akan sangat menentukan kinerja 
keuangan yang dicapai pemerintah daerah, oleh karena itu kinerja keuangan 
daerah yang dicapai pemerintah daerah menjadi tolak ukur pakah pemerintah 
berhasil atau belum berhasil. 
1.3. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok pembahasan dan lebih 
terperinci, maka permasalahan penelitian dibatasi mengenai ruang lingkup pengaruh 
sistem informasi keuangan, pengendalian akuntansi, partisipasi anggaran, sistem 
pelaporan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sragen. 
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1.4. Rumusan Masalah 
Dari pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 
berikut : 
1. Apakah sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah kabupaten Sragen? 
2. Apakah sistem pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah kabupaten Sragen? 
3. Apakah partisipsi anggaran berpengaruh terhadap kinerja keungan pemerintah 
kabupatn Sragen? 
4. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan 
kabupaten Sragen? 
1.5. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini 
adalah: 
1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sistem informasi keuangan 
terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sragen. 
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengendalian akuntansi terhadap kinerja 
keuangan pemerintah Kabupaten Sragen. 
3. Memberikan bukti empiris mengenai partisipasi anggaran terhadap kinerja 
keuangan pemerintah Kabupaten Sragen. 
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4. Memberikan bukti empiris terhadap sistem pelaporan terhadap kinerja 
keuangan pemerintah Kabupaten Sragen. 
1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang telah diuraikan rumusan 
masalah diatas sebagai berikut. 
1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti yang ingin 
mengetahui apa saja yang mempengaruhi kinerja keungaan pemerintah daerah 
2. Bagi Pemerintah 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan 
masukan-masukan yang berguna dalam peningkatan kinerja pegawai dalam hal 
kinerja keuangan di pemerintah daerah. 
3. Bagi Pihak Lain 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi 
untuk melakukan penelaahan dan pengkajian lebih lanjut mengenai masalah yang 
sama, serta dapat menambah pengetahuan pembaca dan sebagai bahan kepustakaan. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
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1.8. Sistematika Penelitian Skripsi 
Untuk mempermudah pembahasan, penelitian skripsi ini dibagi ke dalam 
beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini memaparkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, 
dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang kajian teori, hasil penelitian,  yang relevan, dan 
kerangka berfikir. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, metodologi 
penelitian, variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, data dan 
sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memaparkan tentang profil objek penelitian, hasil analisis data 
menggunakan rasio, pembahasan hasil analisis terhadap rasio dan jawaban atas 
pertanyaan- pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis, keterbatasan 
masalah dan saran-saran.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Kinerja Keuangan 
Kinerja organisasi dibedakan menjadi dua yaitu kinerja keuangan dan kinerja non 
keuangan. Kinerja keuangan menggambarkan keberhasilan yang dinilai berdasarkan 
ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang, yaitu dengan cara membandingkan 
realisasi keuangan berdasarkan anggarannya. Sebagai contoh untuk kinerja keuangan 
pada pemerintah adalah pencapaian realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan 
dengan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. 
Kinerja non keuangan merupakan pengukuran yang dilakukan dalam satuan  fisik  
bukan dalam satuan mata uang serta lebih memfokuskan pengukuran pada salah satu 
aspek kinerja. Pengukuran kinerja non keuangan bermanfaat memberikan informasi 
kepada manajemen untuk mengidentifikasi masalah dalam organisasi. Contoh kinerja 
non keuangan dalam organisasi pemerintah adalah jumlah penduduk, kehadiran 
pegawai, kepuasan pelanggan dan lain-lain. 
Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian suatu kegiatan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Bastian, 2005: 274). Kinerja 
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program 
dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 
11 
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Artinya, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan di nyatakan hubungannya 
dengan pencapaian tujuan organisasi dimasa yang akan datang. 
Indikator kinerja merupakan ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat 
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan 
indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator kinerja harus 
merupakan suatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk 
menilai tingkat kinerja. Evaluasi kinerja merupakan suatu analisa dari interprestasi 
keberhasilan atau kegagalan pencapaian suatu kegiatan. 
2.1.2. Definisi Pemerintah Daerah 
Berdasarkan UUD 1945 pasal 18 ayat (1) Indonesia adalah sebuah negara yang 
wilayahnya atas daerah daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah 
kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota 
mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. 
Strong (2004: 10) mengemukakan bahwa pemerintah adalah suatu organisasi 
yang diberi hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan. Pemerintah dalam arti 
luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam 
arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi 
kekuasaan eksekutif. 
Provinsi adalah nama sebuah pembagian wilayah administratif dibawah wilayah 
nasional. Kata ini merupakan kata pungutan dari bahasa belanda province yang 
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berasal dari bahasa latin dan pertama kalinya digunakan di kekaisaran romawi. 
Mereka membagi wilayah kekuasaan mereka atas provinsi. Dalam pembagian 
administratif, Indonesia terdiri atas 33 provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. 
Masing-masing privinsi dibagi atas kabupaten dan kota (Zulkarnaen dan Saebeni, 
2012: 18). 
Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. 
Pemerintahan kabupaten terdiri atas pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten. Pemerintah kabupaten terdiri atas bupati dan 
perangkatnya. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang 
sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi. Kabupaten maupun kota 
merupakan daerah otonom yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahannya sendiri. 
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksanakan secara optimal 
apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-
sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-
undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian 
wewenang antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat 
pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber 
keuangan daerah (Mardiasmo, 2002). 
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Pembentukkan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 33 tahun 2004) dimaksudkan 
untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah 
yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut 
menganut prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa 
pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung 
jawab masing-masing tingkat pemerintahan. 
Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis adil, dan 
transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.  
Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi 
distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi 
stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah, 
sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, 
kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat 
penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara 
pemerintah dan pemerintah daerah. 
2.1.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Kinerja keungan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk 
menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi 
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kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada 
masyarakat dan pembangunan daerahnya. Dengan tidak tergantung sepenuhnya 
kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-
dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang di tentukan 
peraturan perundang-undangan (Hendrayadi, 2011). 
Kinerja keuangan lembaga publik akan berbeda dengan lembaga yang berbasis 
laba. Kinerja pemerintah bersifat multidensional. Artinya, tidak ada indikator tunggal 
yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara komprehensif. 
Publikasi indikator kinerja melayani berbagai macam tujuan dasar, yang salah 
satunya adalah menjamin pertanggungjawaban organisasi sektor publik (agen). 
Pertanggungjawaban publik merupakan pertimbangan utama bagi tiap kelompok 
yang ingin mengendalikan kinerja pelayanan publik. 
Keuangan daerah menurut Mamesah dalam Halim (2004:18) adalah semua hak 
dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik 
berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum 
dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi tersebut 
dapat diperoleh kesimpulan, yaitu: 
1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber 
penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 
daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan 
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lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang 
ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekakyaan daerah. 
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan 
uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka 
meyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan 
pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan 
daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan 
daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan 
asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemda dalam mengelola keuangan daerah 
akan tercermin dari laporan anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja 
Daerah. 
Parker dalam Sadjiarto (2000) menyebutkan lima manfaat adanya kinerja suatu 
entitas pemerintahan, yaitu: 
1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan. 
Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan 
data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang 
berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan 
memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan 
pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga di pilih metode pengukuran 
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kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya 
pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada 
hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan 
anggaran serta melakukan diskusi mengenai program-program baru. 
2. Pengukuran Kinerja meningkatkan akuntabilitas internal 
Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta 
akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini 
teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. 
3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas public 
Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada 
masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat 
penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan 
masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar 
dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan. 
4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan 
Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya 
kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa 
ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan di nilai 
dengan obyektif. 
5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan 
sumber daya secara efektif 
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Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah 
sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka. 
Evaluasi yang di lakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah 
pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk 
menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap 
bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. 
Menurut Idirawan (2007: 90) kinerja keungan daerah ialah kemampuan dan 
kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan 
menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintah. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, 
oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung 
oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
2.1.4. Sistem Informasi Keuangan 
Menurut peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi 
keuangan daerah dalam Noerdiawan (2008: 19). Dalam kehidupan bernegara yang 
semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN 
berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil 
pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut di wujudkan 
dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat 
luas, termasuk informasi keuangan daerah.  
19 
 
Dengan kemajuan tekhnologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya 
yang luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, 
mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih 
mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu 
menjawab tuntutan perubahan secara efektif. 
Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2005 mengatur tentang prinsip- prinsip 
informasi keuangan daerah, isi dari keuangan daerah, batas waktu penyampaian 
informasi keuangan daerah, tujuan dari penyelenggaraan sistem informasi keuangan 
daerah secara nasional dan di daerah, sanksi atas tidak di sampaikannya informasi 
keuangan daerah. 
Halim (2002: 18) bahwa pemerintah memiliki 3 alasan strategis untuk memiliki 
SIKD  antara lain: (1) semakin kompleksnya aktivitas dari pemerintah daerah dan 
pusat dalam menjalankan roda pemerintahan; (2) semakin kritisnya masyarakat 
terhadap penyelenggaraan pemerintah dan menuntut agar pemerintah lebih efektif dan 
efisien, serta; (3) para investor dan kreditor baik luar maupun dalam negeri menuntut 
adanya informasi yang jelas tentang keadaan daerah yang akan dijadikan penanaman 
investasinya. 
Peraturan Pemerintah RI No.56 tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah 
adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah 
data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang di 
sajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka 
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perencanaan pelaksanaan dan pelaporan pertangunggjawaban pemerintah daerah. 
Komponen sistem SIKD yaitu: 
1. Input, meliputi seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah (penerimaan, 
pengeluaran, aset, kewajiban dan ekuitas) yang direkam dalam bukti yang sah 
sebagai dokumen sumber. 
2. Proses, meliputi serangkaian prosedur akuntansi untuk mengolah data transaksi 
keuangan secara sistematika daerah, mulai dari pengumpulan data, analisa 
pencatatan dan pengikhtisaran secara sistematis dalam bentuk jurnal dan buku 
besar sampai penyiapan laporan keuangan. 
3. Output, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Arus Kas dan 
Catatan atas Laporan Keuangan. 
Sistem Informasi Keuangan Daerah bertujuan untuk membantu manajemen 
tingkat menengah agar dapat mengendalikan instansi untuk mencapai sasaran yang 
sudah ditetapkan secara efektif, sehingga implementasi SIKD merupakan salah satu 
bentuk pengendalian yang digunakan untuk pencapaian kinerja. 
Bastian (2002: 12) menilai bahwa implementasi SIKD ditujukan dalam rangka 
mengelola dana secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Implementasi SIKD 
diharapkan mampu meningkatkan kegunaan sistem dan diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tuntutan 
masyarakat tentang transparan dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik.   
Halim (2007: 112) peran informasi akuntansi sangat penting untuk menyediakan 
informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi 
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sebagai input yang di pertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang 
rasional bagi pihak- pihak yeng membutuhkan, terutama bagi pihak satuan kerja 
pemerintahan dalam menentukan ukuran kinerja yang rasional dan terukur. 
Pemerintah telah mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai 
peraturan yang berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah, SAP inilah yang menetukan pengelolaan 
keuangan yang dapat dijadikan dasar penentuan kinerja keuangan daerah. Atas dasar 
itu kinerja keuangan daerah ditentukan faktor sistem akuntansi keuangan 
publik/pemerintah. Artinya jika penerapan sistem akuntansi public yang benar, maka 
kinerja keuangan akan terlaksana secara efisien dan efektif. 
2.1.5. Pengendalian Akuntansi 
Halim (2007: 42) bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses 
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi 
(keuangan) dari entitas pemerintah daerah/pemda (kabupaten, kota, atau provinsi) 
yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi yang 
diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota, atau provinsi). 
Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan 
oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD); badan pengawas keuangan; investor; kreditur; dan donator; analisis 
ekonomi dan pemerhati pemda; rakyat; pemda lain; dan pemerintah pusat, yang 
seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.  
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Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 dalam Novalia (2015: 11) 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak 
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi 
pemerintah daerah. 
2.1.6. Partisipasi Anggaran 
1. Pengertian Anggaran 
Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, 
yang diukur dalam satuan moneter standart dan satuan ukuran yang lain, yang 
mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi 2001: 488). Rachmad (2010: 139) 
anggaran artinya rencana keuangan yang bersifat kuantitatif yang akan 
dilaksanakan satu tahun kedepan. 
Anthony dan Govindarajan (2007: 73) mendefinisikan bahwa anggaran 
merupakan alat penting untuk perencanaan untuk pengendalian jangka pendek 
yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran beroperasi biasanya meliputi 
waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan 
untuk tahun tersebut. Sedangkan definisi anggaran menurut Hansen dan Mowen 
(2009: 423) merupakan rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut 
diidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. 
Menurut beberapa definisi anggaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
anggaran merupakan alat penting untuk manajemen dalam suatu organisasi 
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sebagai bentuk pengendalian dan perencanaan yang dinyatakan secara kuantitatif 
yang di tujukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dalam jangka yang 
singkat.  
2. Pengertian Partisipasi Anggaran 
Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua 
pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat keputusan. 
Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan operating manager 
dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian 
kegiatan dimasa yang akan datang yang akan ditempuh oleh operating manager 
dalam pencapaian sasaran anggaran (Mulyadi 2001: 513). 
Oktaviannna (2010: 16) berpendapat bahwa anggaran merupakan alat untuk 
mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau 
pemerintah daerah serta merupakan proses akuntabilitas publik. Mulyadi (2001: 
515) bahwa partisipasi anggaran, sebagai suatu proses dalam organisasi yang 
melibatkan para pimpinan dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi 
tanggung jawabnya, yang meliputi tingkat partisipasi dalam penyusunan arah dan 
kebijakan, penentuan strategi, prioritas, dan advokasi anggaran, serta kontribusi 
dalam proses penyusunan anggaran secara periodik. Indikator-indikator yang 
digunakan untuk mengukur partisipasi penyusunan anggaran sebagai berikut:  
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a. Keterlibatan dalam penyusunan arah dan kebijakan unit pelaksana kegiatan. 
b. Keterlibatan dalam penentuan metode dan strategi pelaksanaan. 
c. Keterlibatan dalam penentuan prioritas dan advokasi anggaran. 
d. Keterlibatan dalam penentuan tujuan dan kejelasan sasaran anggaran yang 
menjadi tanggung jawabnya. 
e. Keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran sampai anggaran final 
f. Kesungguhan berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. 
Hubungan antara kinerja keuangan dan partisipasi anggaran dalam hal ini yaitu 
partisipasi anggaran merupakan tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh 
individu didalam menetukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau 
bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan.  
Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya bagi aparat pemerintah daerah 
dalam memahami anggaran oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat 
pertaggungjawaban anggaran mereka. Sedangkan kinerja Aparat Pemerintah adalah 
suatu sistem yang bertujuan untuk membantu pimpinan dalam menilai pencapaian 
suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Partisipasi penyusunan 
anggaran pada dasarnya mengizinkan manejer tingkat bawah mempertimbangkan 
bagaimana anggaran dibentuk (Hansen dan Mowen, 2000: 18). 
Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara 
umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
efektivitas organisasi. Nor (2007: 81) menyatakan partisipasi sebagai alat pencapaian 
tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan 
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organisasi. Partisipasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja, yaitu ketika 
suatu tujuan dirancang dan secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan 
menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab 
pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan 
anggaran tersebut. 
2.1.7. Sistem Pelaporan 
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 
Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa 
laporan akuntabilitas adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban 
kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. 
Menurut Andi ( 2008: 18) bahwa sistem pelaporan diperlukan untuk memantau 
hasil kerja pusat pertanggung jawaban dalam laporan harus di tunjukkan hasil kerja 
pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui 
penyimpangan terhadap anggaran. 
Rencana Strategis dari Inpres No. 7/99 adalah suatu proses yang berorientasi 
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan 
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 
Riani (2015: 5) Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan 
mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah 
ditetapkan.  
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Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan 
dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daeah (SKPKD) menjadi 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara umum, tujuan dan fungsi dari 
pelaporan keuangan adalah: (1) Kepatuhan dan Pengelolaan, (2) Akuntabilitas dan 
Pelaporan, (3) Perencanaan dan Informasi, (4) Kelangsungan Organisasi, (5) 
Hubungan Masyarakat, (6) Sumber Fakta dan Gambaran. 
Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan 
informasi keuangan yang diperlukan secara aktual, relevan, tepat waktu, konsisten 
dan dapat dipercaya. Menurut UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, laporan 
keuangan meliputi laporan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah), neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri 
dengan laporan keungan perusahaan. 
Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang 
andal. Sistem informasi akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah masih lemah, 
maka kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyesatkan 
bagi yang berkepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan. 
Bastian (2010: 297) pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk 
mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang 
harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses 
akuntabilitas kinerja. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, 
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menyusun, melaporkan laporan keuangan keuangan secara tertulis, periodik dan 
melembaga. 
Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi posisi keuangan 
dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pelaporan kinerja 
dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah satu 
tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran 
pemerintah. 
Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen 
Lapotan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Menurut Anthony 
(2000) konsep dari sistem pelaporan itu sendiri mencakup dari laporan anggaran 
merinci varians-varians prestasi aktual dari anggaran berdasarkan faktor-faktor 
penyebabnya dan unit organisasi yang bertanggung jawab. 
Laporan harus mencakup ramalan tahunan, laporan harus mencantumkan 
penjelasan mengenai: Sebab varians (penyimpangan), tindakan yang diambil untuk 
mengoreksi varians yang tidak menguntungkan, waktu yang dibutuhkan agar 
tindakan koreksi bisa efektif. Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: (1)  Penyebab terjadinya penyimpangan, (2) Tindakan yang diambil, dan (3) 
Lamanya waktu koreksi. 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu 
yang dapat mendukung penelitian ini, yaitu: 
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Tabel 2.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 
 
 
Variabel Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil  
Penelitian 
Persamaan Perbedaan 
Pengaruh 
kejelasan 
Sasaran 
Anggaran, 
Pengendalian 
Akuntansi, 
dan Sistem 
Pelaporan 
terhadap 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 
Kota Jambi 
Herawaty, 
(2011), 
Metode survey 
dengan 
koesioner dan 
wawancara 
langsung, 
sampel, 
Responden 
sebanyak 26 
orang yang 
bekerja di 
instansi 
pemerintah 
provinsi 
jambi. 
Variabel 
kejelasan 
sasaran 
anggaran dan 
pengendalian 
akuntansi 
berpengaruh 
negatif dan 
system 
pelaporan 
mempunyai 
pengaruh positif 
signifikan 
terhadap 
variabel 
akuntabilitas 
kinerja, 
1. Menggunaka
n variabel 
pengendalian 
akuntansi, 
dan system 
pelaporan. 
 
1. Tidak ada 
variabel 
system 
informasi 
keuangan, 
partisipasi 
anggarn, dan 
sikap perilaku 
aparat. 
2. Sampel lebih 
banyak dan 
tahun terbaru. 
Pengaruh 
kejelasan 
sasaran 
anggaran, 
Pengendalian 
akuntansi, dan 
Sistem 
pelaporan 
terhadap 
Akuntabilitas 
kinerja 
instansi 
pemerintah. 
Anjarwati, 
(2012), 
Metode yang 
digunakan 
adalah metode 
kuesioner 
dengan jumlah 
55 SKPD 
wilayah tegal 
dan pemalang 
Variabel AKIP 
berpengaruh 
positif 
signifikan, 
kejelasan 
sasaran 
anggaran 
berpengaruh 
positif 
signifikan,  
1. Variabel 
pengndalian 
akuntansi. 
2. Variabel 
system 
pelaporan 
3. Pengumpulan 
data 
menggunakan 
koesioner. 
1. Berada 
dilingkup Sekda 
2. Jumlah sampel 
lebih sedikit 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan tabel 2.1 
Variabel Peneliti, 
Metode, dan 
Sampe 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 
  variabel 
pengendalian 
akuntansi bernilai 
cukup, dan variabel 
system pelaporan 
berpengaruh positif. 
  
Pengaruh 
Sistem 
Informasi 
Keuangan, 
Partisipasi 
Anggaran 
serta Sikap 
Perilaku 
Aparat 
terhadap 
Kinerja 
Keuangan 
Daerah di 
Provinsi 
Sulawesi 
Utara 
Manaroinsong, 
(2014), 
penelitian 
bersifat 
ekspalatori 
dengan 
menggunakan 
metode 
purposive 
sampling 
dengan jumlah 
responden 
berjumlah 273 
orang pegawai 
yang bekerja 
di Provinsi 
Sulawesi 
Utara.  
Variabel system 
informasi keuangan 
berpengaruh positif 
tapi tidak 
signifikan, variabel 
partisipasi anggaran 
berpengaruh positif 
dengan signifikan 
langsung, dan 
variabel sikap 
perilaku aparat 
berpengaruh 
negative tapi tidak 
signifikan secara 
langsung. 
1. Variabel 
sistem 
informasi 
keuangan 
2. Variabel 
partisipasi 
anggaran. 
3. Variabel 
sikap 
perilaku 
aparat 
1. Penelitian 
berada 
diwilayah 
Sekda. 
2. Jumlah 
populasi dan 
sampel lebih 
sedikit. 
 Tabel berlanjut … 
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Tabel lanjutan 2.1 
Budgetary 
participation 
and 
performance: 
some 
Malaysian 
evidence 
Mohd Nor 
Yahya, (2008), 
menggunakan 
intervensi  
dengan Model 
variabel 
menggunakan 
kuisioner dengan 
jumlah responden 
sebanyak 111 
pengelola 
anggaran di 
Kementerian 
Pertahanan 
Variabel 
partisipasi 
anggaran 
berpengaruh 
positif signifikan, 
partisipasi 
anggaran dan 
persepsi inovasi 
memiliki 
hubungan yang 
positif dan 
signifikan, 
komitmen 
organisasi dan 
kinerja manajerial 
berpengaruh 
positif signifikan, 
Persepsi inovasi 
dan kinerja 
manajerial 
berpengaruh 
positif signifikan. 
 
Sama-sama 
menggunakan 
variabel 
partisipasi 
anggaran, 
penelitian 
menggunakan 
kuisioner. 
Penelitian 
dilakukan di 
Malaysia, 
penelitian 
dilakukan di 
Kementrian 
Pertahanan, 
jumlah 
sampel lebih 
banyak yaitu 
111 di 
kementrian 
pertahanan. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 
Secara sistematis, kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Johny Manaroinsong (2014: 11) 
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dijelaskan bahwa faktor-faktor seperti 
pengaruh sistem informasi keungan, pengendalian akuntansi, partisipasi anggaran, 
dan sistem pelaporan, berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  
  
Pengaruh Sistem Informasi 
Keuangan 
Pengendalian Akuntansi 
Partisipasi Anggaran 
Sistem Pelaporan 
Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
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2.4. Hipotesis 
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas serta perumusan masalah dan tujuan 
penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
2.4.1. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
Penelitian tentang sistem informasi keuangan daerah, berkaitan dengan sistem 
informasi keuangan, sistem akuntansi yang diterapkan, sistem informasi 
penganggaran, sistem pelaporan keuangan daerah, serta sistem informasi yang 
berkaitan keuangan lainnya. Penelitian tentang sistem informasi keuangan telah 
diteliti oleh Kren (1992: 15). Kren meneliti sistem informasi yang berkaitan dengan 
informasi pembuatan anggaran, dalam penelitiannya tentang job relevant information 
(JRI), memahami JRI sebagai informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan 
yang berhubungan dengan tugas.  
Yusfaningrum (2005: 11) menambahkan bahwa JRI membantu 
bawahan/pelaksana anggaran dalam meningkatkan pilihan tindakannya melalui 
informasi usaha yang berhasil dengan baik. Kondisi ini memberikan pemahaman 
yang lebih baik pada bawahan mengenai alternative keputusan dan tindakan yang 
perlu dilakukan dalam mencapai tujuan, yang selanjutnya akan mempengaruhi 
kinerja. Selanjutnya Kren (1992: 9) menyatakan bahwa JRI dapat meningkatkan 
kinerja karena memberikan prediksi yang lebih akurat mengenai kondisi lingkungan 
yang memungkinkan dilakukannya pemilihan serangkaian yang lebih efektif.  
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Halim (2007:112) menyatakan bahwa peran informasi akuntansi sangat penting 
untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang 
entitas ekonomi sebagai input yang di pertimbangkan dalam mengambil keputusan 
ekonomi yang rasional bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama bagi pihak 
satuan kerja pemerintahan dalam menentukan ukuran kinerja yang rasional dan 
terukur. 
Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
sebagai peraturan yang berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP inilah yang 
menentukan pengelolaan keuangan yang dapat dijadikan dasar penentuan kinerja 
keuangan daerah. Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan diatas sehingga 
diturunkan hipotesis sebagai berikut: 
H1: Sistem Informasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
2.4.2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Hilmi (2004: 12) mengatakan bahwa system akuntansi merupakan bagian yang 
sangat penting dalam spectrum mekanisme control keseluruhan yang digunakan 
untuk memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan- tindakan para manajer 
dan karyawan di suatu organisasi. Penggunaan system pengendalian akuntansi 
memungkinkan kepala instansi pemerintah daerah membuat keputusan- keputusan 
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yang lebih baik dan melakukan control operasi dengan lebih efektif dan efisien 
(Hilmi, 2004: 15). Komitmen organisasi yang kuat di dalam diri individu akan 
menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi sesuai dengan 
tujuan dan kepentingan organisasinya (Angel dan Perry, 1981; Porter et al. 1974 
dalam Darlis, 2000). Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan diatas sehingga 
diturunkan hipotesis sebagai berikut: 
H2:  Variabel Pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah 
2.4.3. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi dalam proses penyusunan 
anggaran terhadap kinerja manajerial merupakan penelitian yang masih banyak 
diperdebatkan. Beberapa penelitian mengenai hubungan antara partisipasi 
penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial menunjukkan hasil yang tidak 
konsisten. Terdapat menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi 
penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Berbrda dengan penelitian yang telah 
dilakukan Milani (1975: 11).  
Sukardi (2002: 12), dimana mereka menemukan hasil yang tidak signifikan 
antara partisipasi penyusunan anngaran dngan kinerja manajerial, hal ini terjadi 
karena hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial 
tergantung pada factor-faktor situasional atau lebih dikenal dengan istilah variabel 
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kontingensi (Contingency Variable), seperti system organisasi, kepuasan kerja dan 
komitmen organisasional. 
Temuan penelitian yang mendukung penelitian ini adalah Supomo (1999: 11), 
yang menemukan pengaruh positif dan signifikan efektifitas partisipasi dalam 
penyusunan anggaran terhadap peningkatan kinerja manajerial. Hasil penelitian lain 
yakni Mustikawati (1999: 12) yang menunjukkan bahwa interaksi dalam penyusunan 
anggaran dengan budaya paternalistik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
peningkatan kinerja manajerial. Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan diatas 
sehingga diturunkan hipotesis sebagai berikut: 
H3: Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
2.4.4. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat 
pertanggungjawaban. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat 
pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan 
terhadap anggaran (Andi, 2008: 15). Lembaga Administratif Negara dalam Hilmi 
(2004: 20) mengemukakan laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara 
jujur, obyektif, dan transparan. Berdasarkan temuan yang telah dikemukakan diatas 
sehingga diturunkan hipotesis sebagai berikut: 
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H4 :  Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
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 BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Wilayah  Penelitian 
Waktu yang direncanakan dimulai dari penyusunan proposal penelitian 
sampai terlaksananya penelitian ini, yaitu pada bulan Oktober 2016 sampai 
November 2016. Tempat penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Sragen. 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu data 
penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 
2011: 3). 
 
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 61). Populasi 
dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah daerah Kabupaten Sragen bagian 
keuangan dan penggunaan anggaran sebanyak 125 orang yang berada di SKPD 
kabupaten Sragen. 
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3.3.2. Sampel 
Sampel yaitu meneliti sebagian elemen-elemen populasi. Hasil penelitian 
sampel diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai karakteristik 
populasinya, karena sampel yang representatif (mewakili populasinya) akan 
menghasikan estimasi statistik sampel yang mencerminkan parameter populasinya 
secara akurat ( sejauh mana statistik sampel  dapat mengestimasi populasi dengan 
tepat) dan presisi ( sejauh mana hasil penelitian berdasarkan sampel dapat 
merefleksikan realitas populasinya dengan teliti (Indriantoro, 2014: 118). 
Sampel dalam penelitian ini adalah 65 dari 125 pegawai yang berada di 
bagian keuangan dan anggaran di SKPD Kabupaten Sragen. Responden dalam 
penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan staf yang berada dibagian 
keuangan dan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Sragen. 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Tekhnik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tekhnik Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan 
sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011: 118). Penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 
1. Pemerintah Daerah yang termasuk instansi tekhnis pemerintah daerah 
Kabupaten Sragen. 
2. Merupakan pegawai staf bagian keuangan dan anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sragen. 
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Tabel 3. 1 
Daftar Sampel 
 
No Nama SKPD 
1. Kantor Bappeda 
2. Kantor DPPKAD 
3. Kantor UPPKH 
4. Kantor UPTPK 
5. Kantor KP2KP 
6. Kesbangpol 
7. Bagian Humas  
8. Bagian Hukum 
9. Bagian Tata Pemerintahan 
10. Bagian Perekonomian 
11. Bagian Umum 
 
Sumber : Kesbangpol Sragen, 11 Nopember 2016 
3.4. Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 
dari sumber asli (tidak melalui perantara) (Supomo, 2012: 147). Data primer 
dalam penelitian ini diperoleh peneliti secara langsung dengan menyebarkan 
koesioner kepada responden dan wawancara secara langsung terhadap responden. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung melalui media perantara (Supomo, 2012: 147). Data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, skripsi, 
artikel-artikel maupun buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner dan wawancara langsung. Wawancara hanya dilakukan 
untuk menguji dan melengkapi kuesioner yang diberikan kepada responden. 
Menurut indriantoro (2014 : 145) koesioner  merupakan suatu metode 
pengumpulan data yang berisi tanggapan/respon tertulis yang diberikan sebagai 
tanggapan atas pertanyaan tertulis (koesioner) yang diajukan peneliti. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kuisioner kepada 
responden dan memintanya kembali pada waktu dan tanggal yang dijanjikan oleh 
responden. 
Kuesioner dalam penelitian ini mengadopsi dari beberapa penelitian yang 
dilakukan oleh Johny (2014), Netty (2011), Anthony (2000) dan jurnal- jurnal 
penelitian. Kuesioner yang mengadopsi tidak sepenuhnya sama persis melainkan 
ada perubahan kalimat, jikapun ada hanya sedikit. 
Kuesioner bagian pertama berisikan sejumlah pertanyaan tentang data diri 
responden, bagian kedua berisikan tata cara pengisisan kuesioner, bagian ketiga 
berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan Sistem Informasi 
Keuangan yang terdiri dari 5 item pertanyaan, bagian keempat berisikan sejumlah 
pertanyaan yang berhubungan dengan Pengendalian Akuntansi yang terdiri dari 7 
item pertanyaan. 
Sedangkan bagian kelima berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan 
dengan Partisipasi Anggaran yang terdiri dari 6 item pertanyaan, bagian keenam 
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berisikan pertanyaan yang berhubungan dengan Sistem Pelaporan yang berisikan 
5 item pertanyaan, bagian terakhir berisikan sejumlah pertanyaan yang 
berhubungan dengan kinerja keuangan yang terdiri dari 5 item pertanyaan. 
Selain itu juga menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan data. Studi 
pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara merujuk pada jurnal- jurnal 
penelitian, artikel- artikel yang mendukung topik penelitian, buku- buku, skripsi 
maupun tulisan lain yang berkaitan dengan pengaruh Sistem informasi keuangan, 
pengendalian akuntansi, partisipasi anggaran, sistem pelaporan,  terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. 
3.6. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian merupakan atribut- atribut yang mempengaruhi kinerja 
pegawai. Adapun variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Variabel Bebas (X1) : Sistem Informasi Keuangan 
    (X2) : Pengendalian Akuntansi 
(X3) : Partisipasi Anggaran 
(X4) : Sistem Pelaporan 
2. Variabel Terikat (Y) : Kinerja Keungan Pemerintah Daerah 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional pada penelitian adalah unsure penelitian yang terkait 
dengan variable yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam 
paradigm penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Adapun variable 
operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Sistem Informasi Keuangan 
Menurut Manaroinsong (2014) Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah 
proses pengambilan keputusan terhadap keterlibatan aparat pemda dalam 
merekontruksi dan menetapkan kembali Sistem Informasi Keuangan Daerah 
yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing- masing. Dengan Skala 
Pengukuran butir soal 1-5 skala likert beserta indikatornya sebagai berikut: 
a. Implementasi desentralisasi pengambilan keputusan. 
b. Keterlibatan pimpinan dalam mendesain sebuah system baru yang dapat 
diterima oleh system baru. 
c. Tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari 
lembaga sektor publik dalam pengolahan keuangan daerah. 
d. Implementasi suatu sitem informasi keuangan daerah yang dapat memenuhi 
harapan pengelolaan keuangan daerah. 
e. Kemampuan adaptasi pegawai dalam membantu diterimanya implementasi 
sistem yang baru. 
2. Pengendalian Akuntasi 
Menurut Anthony (2000) Sistem Pengendalian Akuntansi menekankan pada 
tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidak 
beresan (sengaja). Dengan butir soal 1-7 skala likert serta indicator sebagai 
berikut:  
a. Pusat Kegiatan 
b. Ruang Lingkup 
c. Sifat Struktur 
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d. Sifat Informasi 
e. Orang yang terlibat 
f. Sumber Ilmu 
g. Lingkup waktu 
3. Partisipasi Anggaran 
Menurut Manaroinsong (2014) Partisipasi Anggaran adalah suatu proses 
dalam organisasi yang melibatkan para pimpinan dalam penentuan tujuan 
anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, yang meliputi tingkat partisipasi 
dalam penyusunan arah dan kebijakan, penentuan, strategi, proritas, dan advokasi 
anggaran, serta kontribusi dalam proses penyusunan anggaran secara periodik. 
Butir soal 1-6 skala likert dengan indicator sebagai berikut: 
a. Keterlibatan dalam penyusunan arah dan kebijakan unit. 
b. Keterlibatan dalam penentuan metode dan strategi. 
c. Keterlibatan dalam penentuan prioritas dan advokasi. 
d. Keterlibatan penentuan dalam penentuan tujuan dan kejelasan sasaran 
anggaran yang menjadi tanggung jawab. 
e. Keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran sampai anggaran final. 
f. Kesungguhan berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. 
4. Sistem Pelaporan 
Menurut Andi (2008) Sistem Pelaporan diperlukan untuk memantau hasil 
kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui 
penyimpangan terhadap anggaran. Butir soal 1-5 skala likert dengan indicator 
sebagai berikut: 
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a. Penyebab terjadinya penyimpangan. 
b. Target dan realisasi dalam pelaporan. 
c. Lamanya waktu koreksi. 
d. Sebab-sebab penyimpangan. 
e. Tindakan yang diambil. 
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Menurut Hendrayadi (2011) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah 
kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber- sumber 
keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung 
berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan 
pembangunan daerahnya. Butir soal 1-5 skala likert denga indicator sebagai 
berikut: 
a. Mampu mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri (PAD). 
b. Mampu mengelola dan menggunakan dana alokasi umum (DAU) dan dana 
alokasi khusus (DAK). 
c. Mampu memperkecil ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat. 
d. Diberikannya pekatihan,pemberian kepercayaan, pengambilan keputusan, 
termasuk syarat dalam pencapaian kinerja. 
e. Para pegawai diharapkan dapat mempertanggungjawabkan segala aktifitas 
dan kegiatannya dalam menyajika suatu laporan. 
 
3.8. Instrumen Penelitian 
3.8.1. Uji Validitas 
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Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat keandalan 
atau keabsahan suatu alat ukur, validitas menunjukkan seberapa baik suatu 
instrument yang dibuat untuk mengukur konsep tertentu yang ingin diukur 
(Sekaran, 2006). Alat pengukur yang abash akan mempunyai validitas tinggi dan 
sebaliknya. 
Pertanyaan dikatakan valid jika adanya korelasi signifikan dengan skor 
totalnya, hal ini menunjukan dukungan pertanyaan tersebut dalam mengungkap 
suatu yang ingin diungkap. Untuk mengujinya menggunakan korelasi Pearson, 
yaitu dengan mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya. Pengujian 
signifikan dengan kriteria menggunakan rtabel pada tingkat signifikan 5%. Jika 
rhitung > rtabel maka pertanyaan tersebut adalah valid dan sebaliknya (Priyatno, 
2014: 51). 
3.8.2 Uji Reliabilitas  
Reliabilitas indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran tanpa 
bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas 
waktu dan lintas beragam item dalam instrument (Sekaran, 2006). Maksudnya alat 
ukur tersebut akan tetap konsisten jika pengukutan diulang kembali. Dari definisi 
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas menunjukkan akurasi dan 
ketepatan dari pengukurnya. Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dari 
pengukur (Priyatno, 2014:64). 
Suatu pengukur dikatakan reliabel (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya, 
maka hasil dari pengukuran harus akurat dan konsisten. Dikatakan konsisten jika 
beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang tidak 
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berbeda (Jogiyanto, 2011: 120), reliabilitas suatu variabel dilihat dari hasil 
statistik Cronbach Alpha (a), suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan 
nilai croanbach alpha > 0,06 (Priyatno, 2014). Menurut Sekaran (2006: 182), 
reliabilitas < 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 
adalah baik. 
3.9. Teknik Analisis Data  
Penelitian ini menggunakan SPSS versi 17. Sebelum dilakukan analisis data, 
dilakukan terlebih dahulu uji instrument data kuesioner, uji asumsi klasik, uji 
hipotesis, lalu tahap terakhir analisis regresi berganda yang bertujuan menghitung 
besarnya pengaruh kelima variabel independen terhadap satu variabel dependen 
sebagai berikut: 
3.9.1. Uji Asumsi Klasik  
Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak 
terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diisi 
melalui uji asumsi klasik, yaitu: 
1. Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2006:110), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 
dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 
normal, seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 
tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 
Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 
tidak menurut Ghozali (2006) yaitu dengan analisis grafik maupun uji statistik. 
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Penulis menggunakan grafik dengan melihat normal probability plot. Disamping 
uji grafik dianjurkan dilengkapi dengan uji statistik salah satunya dengan uji 
stastik non parametric Kolmogrov-Smirnov (K-S). 
Apabila titik-titik telah mendekati garis lurus, maka dapat dikatakan residual 
telah mengikuti distribusi normal. Residual disini adalah variabel yang ikut 
berpengaruh dalam analisis regresi tapi tidak ikut diteliti (Puji, 2013). Penelitian 
ini menggunakan uji Kolmogrov Smirnov Test. Apabila nilai probilitas > 0,05 
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, namun sebaliknya jika nilai 
probilitas < 0,05 maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
2. Uji Multikolinearitas 
Menurut Ghozali (2006:91), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-
variabel ini tidak orthogonal. 
Variabel orthogonal adalah variabel indepeenden yang nilai korelasi antar 
sesama variabel independen sama dengan nol. Mendeteksi ada tidaknya 
multikolinearitas, yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel 
independen yang dapat dilihat melalui Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF 
yang bias ditoleransi adalah 10. Apabila VIF variabel-variabel independen < 10, 
berarti tidak ada Multikolinearitas. 
3. Uji Heteroskedasitisitas 
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Uji heteroskedasitisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitisas. 
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 
heterokedastisitas (Ghozali, 2006). Cara ini adalah cara tidak formal, akan tetapi 
dapat digunakan sebagai adanya heterokedastisitas. Jika tidak ada pola jelas (titik-
titk menyebar) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
3.9.2. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 
simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan signifikansi level 0,05 (α = 5%). Jika nilai signifikansi lebih besar 
dari 0,05 maka hipotesis ditolak (Variabel independen tidak berpengaruh terhadap 
variable dependen) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 
diterima (variable independen berpengaruh terhadap variable dependen). 
Menurut Sari (2014:9), Uji F-statistik pada dasarnya menunjukkan apakah 
semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap 
variabel terikat. Setelah F garis regresi ditemukan hasilnya, ke-mudian 
dibandingkan dengan F-tabel. Untuk menentukan nilai F-tabel, tingkat 
signifikansi yang digunakan adalah sebesar α = 5% dengan derajat kebebasan 
(degree of freedom) df = (n-k) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah 
jumlah variabel termasuk intersep. 
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Jika F-hitung > F-tabel, maka ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan 
variabel terikat secara ber-sama-sama. Sebaliknya jika F-hitung < F-tabel, maka 
hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan 
variabel terikatnya. 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006: 87). Semakin nila 
R2 mendekati satu maka variabel independen memberikan hamper semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
Sebaliknya, jika nilai R2 semakin kecil maka kemampuan variabel independen 
dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas. 
3.9.3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengetahui 
pengaruh anatara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk 
memprediksi suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen 
(Priyatno, 2014: 143). Tujuan analisis ini untuk mengetahui besarnya pengaruh 
yang ditimbulkan sistem informasi keuangan, pengendalian akuntansi, partisipasi 
anggaran, sistem pelaporan serta sikap dan perilaku aparat  terhadap kinerja 
keuangan daerah dengan menggunakan persamaan regresi berganda sebagai 
berikut: 
Y=  + 1X1 + 2X2 + 3X3  +4X4  +  
Keterangan: 
Y  : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
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 : Nilai Konstanta 
1  : Sistem Informasi Keuangan 
2  : Pengendalian Akuntansi 
3 : Partisipasi Anggaran 
4  : Sistem Pelaporan 
X1 : Koefisien regresi Sistem Informasi Keuangan 
X2 : Koefisien regresi Pengendalian Akuntansi 
X3 : Koefisien regresi Partisipasi Anggaran 
X4  : Koefisien regresi Sistem Pelaporan 
 : Error 
3.9.4. Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 
secara individual menerangkan variabel dependen (Ghozali. 2006: 40). Langkah- 
langkah pengujiannya sebagai berikut: 
1. Komposisi Hipotesis 
Hipotesis nihil (H0) dan hipotesis alternative (Ha). H0 : b1 = 0 tidak ada 
pengaruh yang signifikan secara parsial antara system informasi keuangan (X1), 
pengendalian akuntansi (X2), partisipasi anggaran (X3), sistem pelaporan terhadap 
kinerja keuangan daerah (Y). H0 : b1 = 0 ada pengaruh yang signifikan secara 
parsial antara sistem informasi keuangan (X1), pengendalian akuntansi (X2), 
partisipasi anggaran (X3), system pelaporan (X4), terhadap kinerja keuangan 
daerah (Y). level of signifikan α = 5% (0,05). 
2. Kriterian pengujian 
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H0 diterima jika thitung < ttabel dan H0 ditolak jika thitung > ttabel. 
3. Kesimpulan  
1) Apabila thitung < ttabel maka H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh 
signifikan secara parsial antara sistem informasi keuangan (X1), 
pengendalian akuntansi (X2), partisipasi anggaran (X3), sistem pelaporan 
(X4), terhadap kinerja keuangan daerah (Y). 
2) Apabila thitung > ttabel maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh signifikan 
secara parsial antara sistem informasi keuangan (X1), pengendalian 
akuntansi (X2), partisipasi anggaran (X3), sistem pelaporan (X4), terhadap 
kinerja keuangan daerah (Y). 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 
Secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa 
Timur. Batas- batas wilayah kabupaten sragen sebelah timur berbatasan dengan 
Kabupaten Ngawi, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Boyolali, sebelah selatan 
berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan sebelah utara berbatasan dengan 
kabupaten Grobogan. 
Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941, 55 Km2 yang terbagi dalam 20 
kecamatan, 8 kalurahan, dan 208 desa. Secara fisiologis, wilayah kabupaten Sragen 
terbagi atas 40.037,93 Ha (42,52 %) lahan basah (sawah) dan 54.177,88 Ha (57,48%) 
lahan kering (Dishubkominfo Sragen, 2016). 
4.1.1. Visi dan Misi 
Visi Kabupaten Sragen tahun 2016-2021 adalah Bangkit Bersama Mewujudkan 
Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat. Dengan penjabaran sebagai berikut: 
1. Bangkit adalah sebuah tindakan yang berangkat dari keyakinan untuk bangun 
menggunggah dan membangkitkan seluruh potensi agar aktif dan proaktif bergerak 
melakukan pembangunan. 
2. Bersama dimaksudkan pemerintah berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan 
peran serta pertisipasi masyarakat Sragen di setiap bidang pembangunan yang 
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menyangkut hidup dan kehidupan terutama yang menyangkut kepentingan 
masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 
3. Sejahtera dimaksudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang 
diharapkan adalah kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan 
lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial melalui peningkatan partisipasi dan 
kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi di samping mewujudkan 
kesejahteraan dalam konteks lahiriyah dan materi dalam upaya meningkatkan 
indeks kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar 
kesehatan, social, pendidikan, ekonomi melalu pembentukkan karakter mandiri 
yang didukung dengan nilai- nilai kearifan lokal dan jati diri masyarakat Sragen, 
sangat penting melengkapinya dengan pemenuhan kesejahteraan jiwa dan batiniah 
agar setiap manusia  dapat memerankan diri secara optimal sebagai hamba dan 
wakil Tuhan di bumi (kholifah). Kesejahteraan yang hakiki adalah keseimbangan 
hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan 
dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Keterpaduan antara 
sejahtera lahiriyah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang peripurna. 
4. Bermartabat dimaksudkan bahwa program pembangunan yang diselenggarakan 
pemerintah bersama-sama seluruh elemen masyarakat harus mampu memebentuk 
karakter masyarakat yang memiliki harkat dan kepercayaan dri yang tinggi untuk 
mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik dan pada gilirannya nanti Sragen 
diharapkan menjadi teladan kemajuan bagi daerah lainnya. 
Misi kabupaten Sragen tahun 2016 – 2021 adalah: 
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1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata 
kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif, dan transparan. 
2. Pembangunan infrastruktur yang menyuluruh dan berkualitas untuk mempercepat 
capaian aspek- aspek pembangunan. 
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian 
dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan 
koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal. 
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya 
saing daerah. 
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek. 
Gambar 4.1 
Peta Wilayah Kabupaten Sragen 
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4.1.2. Analisis Deskriptif 
Tabel 4.1 
Gambaran Distribusi Kuesioner 
 
No Koesioner Jumlah (%) 
1. Kuesioner yang kembali dan diolah 61 93,85 
2. Kuesioner yang tidak dikembalikan 4 6,15 
Jumlah 65 100 
Sumber: Hasil pengumpulan data kuesioner, 2017 
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian melalui kuesioner 
yang dibagikan berjumlah 65 buah kuesioner satuan kerja perangkat daerah Sragen. 
Kuesioner yang kembali dan dapat diolah berjumlah 61 buah atau sekitar 93,85%.  
4.1.3. Profil Responden 
Gambaran tentang profil responden dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 
4.2 di bawah ini. Profil responden tersebut meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan 
waktu lama bekerja. 
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Adapun data yang penulis peroleh mengenai profil responden adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 4.2 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
No Jenis Kelamin Jumlah (%) 
1. Laki- laki 23 37, 70 
2. Perempuan 38 62, 30 
Jumlah 61 100 
Sumber: data primer yang diolah, 2017 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sekitar 23 orang atau sekitar 37,70% 
responden berjenis kelamin laki- laki dan sebanyak 38 orang atau sekitar 62,30% 
responden berjenis kelamin perempuan.  
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 
Tabel 4.3 
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 
 
No Pendidikan Terakhir Jumlah (%) 
1. Akuntansi 17 27,87 
2. Non Akuntansi 44 72,13 
Jumlah 61 100 
Sumber: data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan responden 
adalah Non Akuntansi sebanyak 44 orang atau sekitar 72,13% sedangkan akuntansi 
sebanyak 17 orang atau sekitar 27,87%.  
3. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 
Tabel 4.4 
Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 
 
No Lama Bekerja Jumlah (%) 
1 
2 
3 
4 
1-5 tahun 
6- 10 tahun 
11-15 tahun 
15 tahun keatas 
8 
20 
12 
21 
13, 11 
32,79 
19,67 
34,43 
 Jumlah 61 100 
Sumber: data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa para responden yang bekerja pada 
satuan kerja perangkat daerah dalam kurun waktu 1-5 tahun berjumlah 8 orang atau 
sekitar 13,11%. Sementara, responden yang bekerja dalam kurun waktu 6- 10 tahun 
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sebanyak 20 orang atau sekitar 32,79%. Sedangkan responden yang bekerja dalam 
kurun waktu 11-15 tahun sebanyak 12 orang atau sekitar 19,67%. Dan responden yang 
paling banyak telah bekerja di atas 15 tahun yakni sebesar 21 orang atau sekitar 34,43%.  
4. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 
Tabel 4.5 
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 
 
No Usia saat ini Jumlah (%) 
1 
2 
<25 tahun 
>25 tahun 
1 
60 
1,64 
98,36 
 Jumlah 61 100 
Sumber: data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden dengan jenjang usia 
kurang dari 25 tahun hanya 1 orang sekitar 1,64%. Sedangkan sebanyak 60 orang atau 
sekitar 98,36% responden yang memiliki jenjang usia lebih dari 25 tahun.  
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Hasil Uji Instrumen 
1. Uji Validitas 
Uji validitas dari output dibawah ini bisa dilihat pada kolom. Nilai ini kemudian 
dibandingkan dengan nilai rtabel, r table dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan 
jumlah data (n) =61, df = n-2 maka didapatkan rtabel  sebesar 0,2521. nilai korelasi yang 
kurang dari rtabel menunjukan pertanyaan yang tidak mengukur (tidak valid) atau rhitung > 
rtabel maka valid. Dari data output dibawah menunjukan semua rhitung > rtabel. Maka 
questioner yang sudah valid. 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Keuangan 
 
No Item rhitung rtabel P Status 
Item 1 
Item 2 
Item 3 
Item 4 
Item 5 
0,660 
0,714 
0,573 
0,570 
0,385 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Sumber: Data Primer diolah, 2017 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel sistem informasi keuangan diperoleh 
hasil bahwa 5 item pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai rhitung > rtabel. Dengan 
demikian item-item dalam variabel sistem informasi keuangan layak digunakan sebagai 
instrument penelitian. Selanjutnya dibawah ini adalah hasil uji validitas untuk variabel 
pengendalian akuntansi: 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Pengendalian Akuntansi 
 
No Item rhitung rtabel P Status 
Item 1 
Item 2 
Item 3 
Item 4 
Item 5 
Item 6 
Item 7 
0, 275 
0,459 
0,450 
0,412 
0,369 
0,459 
0,476 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid  
Valid 
Sumber: data primer diolah, 2017 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel pengendalian akuntansi diperoleh 
hasil bahwa 7 item pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai rhitung > rtabel. Dengan 
demikian item-item pertanyaan dalam variabel pengendalian akuntansi layak digunakan 
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sebagai instrument penelitian. Selanjutnya dibawah ini adalah hasil uji validitas untuk 
variabel partisipasi anggaran: 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Partisipasi Anggaran 
 
No Item rhitung rtabel P Status 
Item 1 
Item 2 
Item 3 
Item 4 
Item 5 
Item 6 
0,462 
0,658 
0,655 
0,665 
0,597 
0,517 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid  
Valid  
Sumber: data primer diolah, 2017 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel pengendalian akuntansi diperoleh 
hasil bahwa 6 item pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai rhitung > rtabel. Dengan 
demikian item-item pertanyaan dalam variabel pengendalian akuntansi layak digunakan 
sebagai instrument penelitian. Selanjutnya dibawah ini adalah hasil uji validitas untuk 
variabel sistem pelaporan: 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas Sistem Pelaporan 
 
No Item rhitung rtabel P Status 
Item 1 
Item 2 
Item 3 
Item 4 
Item 5 
0,457 
0,354 
0,514 
0,442 
0,571 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid  
Sumber: Data Primer diolah, 2017 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel sistem informasi keuangan diperoleh 
hasil bahwa 5 item pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai rhitung > rtabel. Dengan 
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demikian item-item dalam variabel sistem informasi keuangan layak digunakan sebagai 
instrument penelitian.  
Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Kinerja Keuangan Daerah 
 
No Item rhitung rtabel P Status 
Item 1 
Item 2 
Item 3 
Item 4 
Item 5 
0,582 
0,596 
0,557 
0,541 
0,323 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid  
Sumber: Data Primer diolah, 2017 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel sistem informasi keuangan diperoleh 
hasil bahwa 5 item pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai rhitung > rtabel. Dengan 
demikian item- item dalam variabel sistem informasi keuangan layak digunakan sebagai 
instrument penelitian.  
2. Uji Reliabilitas 
Uji Reliabelitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban-jawaban dari 
questionare. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip 
pada nomor-nomor berikutnya, atau dengan jalan melihat konsistensinya (diukur dengan 
korelasi) dengan pertanyaan lain. Koefisien reliabilitas skala haruslah diusahakan 
setinggi mungkin, yang besarnya mendekati satu. Suatu instrument dikatakan reliabel 
jika memberikan nilai Cronbach Alpha>0,7 (Andini, D dan Yusrawati, 2015). 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Reliabilitas 
 
No Nama Variabel 
Alpha 
Cronbach 
Critical 
Value 
Status 
 1. 
 
2. 
3. 
4. 
5 
 
Sistem Informasi 
Keuangan. 
Pengendalian Akuntnsi. 
Partisipasi Anggaran. 
Sistem Pelaporan. 
Kinerja Keuangan 
Daerah 
0,797 
 
0,702 
0,823 
0,710 
0,752 
>0,70 
 
>0,70 
>0,70 
>0,70 
>0,70 
 
Reliabel  
 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
 
Sumber: data primer diolah, 2017 
Hasil pengujian reliabilitas pada variabel Sistem Informasi Keuangan (X1), 
Pengendalian Akuntansi (X2), Partisipasi Anggaran (X3), Sistem Pelaporan daerah (X4) 
dan Kinerja Keuangan Daerah (Y) diperoleh Cronbach alpha lebih besar dari critical 
value yang menunjukan bahwa semua variabel menunjukan reliabel. 
Dengan demikian seluruh uji instrumen yang terdiri dari validitas dan reliabilitas 
memenuhi persyaratan untuk dipakai dalam pengambilan keputusan penelitian. 
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4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Tabel 4.12 
Hasil Pengujian Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 61 
Normal 
Parametersa
,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation 
1.03664251 
Most 
Extreme 
Differences 
Absolute .094 
Positive .094 
Negative -.072 
Test Statistic .094 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Sumber: data primer diolah, 2018 
Formulasi hipotesisnya sebagai berikut 
H0: Distribusi residual normal, jika Asymp sig >  (H0 diterima) 
H1: Distribusi residual tidak normal, jika Asymp sig <  (H1 ditolak) 
Dari uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diketahui hasil dari Asymp Sig > , 
yaitu 0,200 >0,05 yang berarti H0 diterima, distribusi residual normal. 
63 
 
2. Multikolinieritas 
Tabel 4.13 
Hasil Pengujian Multikolinieritas 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardize
d Coefficients 
Standa
rdized 
Coeffi
cients T Sig. Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta   
Zero-
order 
Partia
l Part 
Toler
ance VIF 
1 (Con
stant) 
.869 1.235  .704 .484      
SIK -.036 .041 -.163 -.880 .383 -.105 -.117 -.113 .485 2.060 
PAkt .013 .049 .051 .272 .787 -.038 .036 .035 .467 2.140 
PAng
g 
.044 .036 .186 1.226 .225 .163 .162 .158 .716 1.396 
SPel -.036 .041 -.132 -.874 .386 -.197 -.116 -.113 .726 1.378 
a. Dependent Variable: ABSut 
 
Sumber: data primer diolah, 2017 
Berdasarkan tabel 4.14, hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa masing-
masing variabel mempunyai nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa 
data dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.14 
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Tabel 4.14 
Hasil uji heteroskedastisitas 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta   
1 (Constant) .869 1.235  .704 .484 
SIK -.036 .041 -.163 -.880 .383 
PAkt .013 .049 .051 .272 .787 
PAngg .044 .036 .186 1.226 .225 
SPel -.036 .041 -.132 -.874 .386 
a. Dependent Variable: ABSut 
Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2018 
Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi penelitian lebih dari 0,05 
sehingga data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.  
4.2.3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Analisa data dilakukan dengan uji regresi linier berganda. Berdasarkan pengolahan 
data dengan menggunakan program SPSS, hasil uji regresi dapat dilihat dalam tabel 
4.17. 
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Tabel 4.15 
Rangkuman Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Correlations 
B 
Std. 
Error Beta   
Zero-
order Partial Part 
1 (Constant) .865 2.093  .413 .681    
SIK .779 .070 .851 11.192 .000 .907 .831 .593 
PAkt -.036 .084 -.034 -.433 .667 .636 -.058 -.023 
PAngg .046 .061 .047 .755 .453 .330 .100 .040 
SPel .189 .070 .168 2.699 .009 .458 .339 .143 
a. Dependent Variable: KKPD 
b. ttabel = 2,003 
c. R2 = 0,843 
d. Fhitung = 75,073 
 
Sumber : Data Primer diolah, Tahun 2018 
Hasil di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi sebagai berikut: 
Y =  0,865+0,779X1-0,036X2+0,046X3+0,189X4+e 
Interpretasi persamaan di atas adalah: 
Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien 
regresi dari variable sistem informasi keuangan, pengendalian akuntansi, partisipasi 
anggaran, sistem pelaporan adalah sebagai berikut: 
1. Konstanta (α) 
Nilai Konstanta adalah 0,865 yang berarti bahwa apabila ke empat variabel 
independen dianggap konstan, maka rata- rata nilai kinerja keuangan pemerintah 
daerah sebesar 0,865 
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2. Sistem Informasi Keuangan 
Besar nilai koefisien regresi untuk variable system informasi keuangan adalah 
0.779 dengan parameter positif. Hal ini mengakibatkan sistem informasi keuangan 
yang baik, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. 
3. Pengendalian Akuntansi 
Nilai Koefisien Pengendalian Akuntansi sebesar -0,036 dengan parameter negatif. 
Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengendalian akuntansi, maka kinerja 
keuangan pemerintah daerah semakin mengalami penurunan. 
4. Partisipasi Anggaran 
Nilai Koefisien Partisipasi Anggaran sebesar 0,046 dengan parameter positif. Hal 
ini berarti semakin baik partisipasi anggaran, maka kinerja keuangan pemerintah 
daerah semakin berkualitas. 
5. Sistem Pelaporan 
Nilai Koefisien Sistem Pelaporan sebesar 0,189 dengan parameter positif. Hal ini 
berarti semakin baik system pelaporan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah 
juga semakin berkualitas. 
4.2.4. Uji Statistik 
1. Uji t 
Hasil uji t adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 
Hasil uji t 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B 
Std. 
Error Beta   
1 (Constant) .865 2.093  .413 .681 
SIK .779 .070 .851 11.192 .000 
PAkt -.036 .084 -.034 -.433 .667 
PAngg .046 .061 .047 .755 .453 
SPel .189 .070 .168 2.699 .009 
a. Dependent Variable: KKPD 
Interpretasi dari tabel 4.18 di atas adalah sebagai berikut: 
a. Pengaruh Variabel Sistem Informasi Keuangan (X1) Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah  
Sistem informasi keuangan (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Besarnya nilai thitung untuk variable sistem 
informasi keuangan (X1) adalah 11,192 dengan nilai ρ = 0,000. Sedangkan ttabel df= 
56 pada signifikan α = 5%, karena thitung 11,192 lebih besar dari ttabel = 2,003 dan 
atau ρ= 0,000 < 0,05, berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa sistem informasi keuangan (X1) berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. 
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b. Pengaruh Variabel Pengendalian Akuntansi (X2) Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Pengendalian akuntansi (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah (Y). besarnya nilai thitung  untuk variable pengendalian 
akuntansi (X2) adalah -0,433 dengan nilai ρ = 0,667, sedangkan ttabel df= 56 pada 
signifikan α = 5%, karena thitung = -0,433 lebih kecil dari -ttabel = -2,003 dan atau ρ = 
0,667 < 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). 
c. Pengaruh Variabel Partisipasi Anggaran (X3) Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Partisipasi anggaran (X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah (Y). Besarnya nilai thitung untuk variable partisipasi 
anggaran (X3) adalah 0,755 dengan nilai ρ = 0,453. Sedangkan ttabel df= 56 pada 
signifikan α = 5%, karena thitung 0,755 lebih besar dari ttabel = 2,003 dan atau ρ= 
0,453 < 0,05, berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa partisipasi anggaran (X3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
d. Pengaruh Variabel Sistem Pelaporan (X4) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah 
SIstem pelaporan (X4) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah (Y). Besarnya nilai thitung untuk variable partisipasi 
69 
 
anggaran (X4) adalah 2,699 dengan nilai ρ = 0,009. Sedangkan ttabel df= 56 pada 
signifikan α = 5%, karena thitung 2,699 lebih besar dari ttabel = 2,003 dan atau ρ= 
0,009 < 0,05, berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa sistem pelaporan (X4) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
2. Uji Ketepatan Model 
a. Uji F 
Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas yang terdiri dari sistem 
informasi keuangan, pengendalian akuntansi, partisipasi anggaran, dan sistem 
pelaporan, secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel terikat (kinerja 
keuangan pemerintah darerah). Adapun hasil uji F adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.17 
Hasil uji F 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 345.752 4 86.438 75.073 .000b 
Residual 64.478 56 1.151   
Total 410.230 60    
a. Dependent Variable: KKPD 
b. Predictors: (Constant), SPel, PAngg, SIK, PAkt 
 
Berdasarkan tabel 4.19, hasil uji regresi dapat diketahui nilai Fhitung = 75.073 dengan 
tingkat signifikan sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa variabel bebas yang terdiri dari 
sistem informasi keuangan, pengendalian akuntansi, partisipasi anggaran, dan sistem 
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pelaporan secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel kinerja keuangan 
pemerintah darerah. Ftable 75.073 ➔ fhitung > f table; tingkat signifikan < 0,05 
b. Koefisien Determinasi (R2) 
Berdasarkan hasil uji R2 dengan menggunakan SPSS diperoleh sebagai berikut: 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 
Model Summaryb 
Mod
el R 
R 
Square 
Adjuste
d R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R 
Square 
Change 
F 
Chang
e df1 df2 
Sig. F 
Chang
e 
1 .918a .843 .832 1.073 .843 75.073 4 56 .000 
a. Predictors: (Constant), SPel, PAngg, SIK, PAkt 
b. Dependent Variable: KKPD 
 
Dari hasil analisa data diperoleh nilai R2 = 0,843, ini menunjukkan variabel bebas 
yang terdiri dari sistem informasi keuangan, pengendalian akuntansi, partisipasi 
anggaran, dan sistem pelaporan secara bersama-sama mempunyai kontribusi pengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 84,3%, sedangkan sisanya sebesar 
15,7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.  
4.3. Pembahasan 
4.3.1. Pembuktian Hipotesis 
Berdasarkan analisis di atas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
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H1: Sistem Informasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
Berdasarkan hasil analisis diketahu bahwa sistem informasi keuangan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten sragen memiliki persepsi yang positif. 
Hal ini dibuktikkan berdasarkan table 4.17 diperoleh koefisien regresi sistem informasi 
keuangan (X1) sebesar 0,779. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Serta dalam uji t diketahui t hitung > t table yaitu 11,192 > 2,003 dengan  value 0,000 
< 0,05 hal ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara Sistem Informasi 
Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah secara parsial. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah memberikan peran langsung 
terhadap kinerja keuangan daerah di SKPD Kabupaten Sragen. 
Penelitian ini sejalan oleh Kren (1992). Kren meneliti sistem informasi keuangan 
yang berkaitan dengan informasi pembuatan anggaran, dalam penelitiannya tentang jon 
relevant information ( JRI ), memahami JRI sebagai informasi yang memfasilitasi 
pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Kren ( 1992 ) juga memyatakan 
bahwa JRI dapat meningkatkan kinerja karena memberikan prediksi yang lebih akurat 
mengenai kondisi lingkungan yang memungkinkan dilakukannya pemilihan serangkaian 
tindakan yang lebih efektif. 
Hasil penelitian tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa sistem informasi 
keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan artinya sistem informasi keuangan 
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daerah konsisten menentukan kinerja keuangan daerah. Hal ini di dukung oleh kondisi 
lapangan yang sifatnya aktif yang melakukan kegiatan kerja menuju pada kinerja yang 
tinggi. 
H2: Sistem Pengendalian Akuntansi berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Berdasarkan hasil analisis diketahu bahwa pengendalian akuntansi  terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah di kabupaten sragen memiliki persepsi yang negatif. Hal ini 
dibuktikkan berdasarkan table 4.17 diperoleh koefisien regresi sistem informasi 
keuangan (X2) sebesar -0,034. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Serta dalam uji T diketahui t hitung < t table yaitu -0,433 > 2,003 dengan  value 0,667 
> 0,05 hal ini menunjukkan terdapat berpengaruh signifikan antara Pengendalian 
Akuntansi terhadap Kinerja Kinerja Keuangan. Hal ini menggambarkan bahwa 
banyaknya  penggunaan sistem pengendalian akuntansi akan menyebabkan peningkatan 
kinerja organisasi dalam pengambilan keputusan dan pengendalian aktifitas keuangan 
oleh para manajer. 
Menurut Halim (2007: 42) akuntansi keuangan daerah adalah proses 
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) 
dari entitas pemerintah daerah/pemda (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan 
sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-
pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota, atau provinsi). 
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Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan 
oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD); badan pengawas keuangan; investor; kreditur; dan donator; analisis 
ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemda lain, dan pemerintah pusat, yang 
seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Sementara itu, dalam 
peraturan menteri dalam negeri no.64 tahun 2013 dalam Novalia (2015: 14) Sistem 
akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, 
peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 
sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah. 
H3: Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah 
Berdasarkan hasil analisis diketahu bahwa partisipasi anggaran terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah di kabupaten sragen memiliki persepsi yang positif. Hal ini 
dibuktikkan berdasarkan tabel 4.17 diperoleh koefisien regresi partisipasi anggaran (X3) 
sebesar 0,046. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Serta dalam uji T diketahui t hitung > t table yaitu 0,755 > 2,003 dengan  value 0,453 < 
0,05 hal ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara Partisipasi Anggaran 
terhadap Kinerja Kinerja Keuangan Daerah secara parsial. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa partisipasi anggaran sangat kuat memberikan peran langsung 
terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Sragen. 
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Temuan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, seperti yang dilakukan 
oleh Indriantoro dan Supomo (2010), yang menemukan pengaruh positif dan signifikan 
efektifitas partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap peningkatan kinerja 
manajerial. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh hasil penelitian lain yakni 
Mustikawati (2012 ) yang menunjukkan bahwa interaksi pertisipasi dalam penyusunan 
anggaran dengan budaya paternalistic mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
peningkatan kinerja manajerial. 
Penelitian ini juga sejalan dengan Munawar (2012) yang meneliti keuangan sektor 
publik. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa karakteristik tujuan anggaran daerah, 
berupa: partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik, evaluasi dan 
kesulitan tujuan anggaran sebagai variable yang ikut mengendalikan kinerja. Dalam 
kesemuanya itu yang paling penting adalah berapa besar partisipasi semua anggota 
dalam melibatkan diri untuk menyusun anggaran. Dengan demikian partisipasi 
merupakan faktor penentu dalam melahirkan kinerja keuangan. 
H4: Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah 
Kabupaten Sragen.  
Berdasarkan hasil analisis diketahu bahwa sistem pelaporan terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah di kabupaten sragen memiliki persepsi yang positif. Hal ini 
dibuktikkan berdasarkan table 4.17 diperoleh koefisien regresi sistem pelaporan (X4) 
sebesar 0,189. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
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Serta dalam uji t diketahui t hitung < t table yaitu 2,699 < 2,003 dengan  value 0,009 < 
0,05 hal ini menunjukkan tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan antara sistem 
pelaporan terhadap Kinerja Kinerja Keuangan Daerah secara parsial. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa sistem pelaporan memberikan peran langsung terhadap kinerja 
keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Sragen. 
Pemeririntah daerah selaku pengelola dana publik mampu menyediakan informasi 
keuangan yang diperlukan secara aktual, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat 
dipercaya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU 17 Tahun 2003 tentang laporan 
keuangan Negara, yang meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan 
catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan. 
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1BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dalam bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Sistem informasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 
Pemerintah Kabupaten Sragen. 
2. Sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja 
keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen. 
3. Partisipsi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keungan Pemerintah 
Kabupaten Sragen. 
4. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintahan Pemerintah 
Kabupaten Sragen.  
5.2. Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini hanya menggunakan teknik kuisioner pada saat melakukan penelitian dan 
tidak adanya wawancara secara langsung terhadap responden. 
2. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan- pertanyaan dalam koesioner 
serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan- pertanyaan yang 
ada. Masalah subjektifitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan 
terhadap biasnya jawaban responden. 
3. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada metode survei yaitu peneliti tidak dapat 
mengontrol jawaban responden sehingga dapat saja pengisisan kuisioner dilakukan oleh 
orang lain yang tidak sesuai dengan karakteristik dan pendapat responden yang bersangkutan 
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sehingga dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentang terhadap biasnya jawaban 
responden 
4. Waktu yang relatif singkat sehingga peneliti kurang maksimal dalam memperoleh data. 
5.3. Saran 
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen  
Pentingnya informasi keuangan, pengendalian akuntansi, partisipasi anggaran, sistem 
pelaporan terhadap peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, 
maka pemerintah daerah Kabupaten Sragen untuk selalu mengontrol maupun mengevaluasi 
keuangan daerah. 
2. Bagi Peneliti selanjutnya maka perlu untuk menambahkan variabel/faktor  yang 
mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga perlu menambahkan 
responden penelitian, agar penelitian dapat digeneralisasikan. 
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1   
KUESIONER PENELITIAN 
 
Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Akuntansi, Partisipasi 
Anggaran, Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada 
SKPD Kabupaten Sragen 
 
Kepada Yth: 
Bapal/ Ibu Reasponden 
Ditempat 
 
Dengan hormat, 
Dalam rangka untuk penelitian skripsi program sarjana (S-1), Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah, IAIN surakarta, saya 
memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul 
“Pengaruh Sistem Informasi Keuangan, Pengendalian Akuntansi, Partisipasi 
Anggaran, Sistem Pelaporan, terhadap Kinerja Keuangan Pemerinth Daerah” 
Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu berpartisipasi dalam penelitian 
ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi 
kuesioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Perlu 
Bapak/Ibu ketahui sesuai dengan etika dalam penelitian, data yang saya peroleh akan 
dijaga keberhasilannya dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu mengisi kuesioner tersebut, 
saya ucapkan terima kasih. 
 
Hormat Saya, 
 
 
  Sri Nurlia 
 
KUESIONER  
SAYA BERHARAP BAPAK/IBU BERKENAN UNTUK MENGISI 
KUESIONER INI BERDASARKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA.  
KERAHASIAAN TERJAMIN.  
A. Isilah keterangan dibawah ini atau beri tanda centang / check list (✓) pada 
pertanyaan pilihan.  
Demografi Responden  
1. Nama : ....................................................... (Boleh tidak diisi)  
2. Umur : ................... Tahun  
3. Jenis kelamin:     Pria           Wanita  
4. Jabatan : .........................................................................................  
5. Berapa lama anda menduduki posisi saat ini? ............................... Tahun  
6. Tingkat Pendidikan:  
 SMA 
 Diploma (sebutkan: D1 D2 D3)  
 S1 Ekonomi/Akuntansi 
 S1 Non Ekonomi/Akuntansi 
 S2  
 Lain-lain, sebutkan ...................................  
7. Status: Kawin   Belum Kawin  
8. Pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang pernah diikuti : 
.......................................................  
B. Berilah tanda silang (X) pada angka yang anda anggap paling tepat untuk 
mewakili  
pilihan Bapak/Ibu  
Kriteria penilaian:  
 
(1) STS = Sangat Tidak Setuju  
(2) TS = Tidak Setuju  
(3) R = Ragu-ragu  
(4) S = Setuju  
(5) SS = Sangat Setuju  
  
1. Kuisioner untuk Sistem Informasi Keuangan 
NO Pertanyaan STS TS R S SS 
1.  Menurut Bapak/Ibu, adanya Implementasi 
desentralisasi yang ada saat ini dapat 
digunakan dalam   pengambilan keputusan  
     
2. Menurut Bapak/Ibu, keterlibatan pimpinan 
dalam mendesain sistem yang baru  dapat 
diterima dan memudahkan kinerja pegawai 
dalam menggunakan sistem informasi 
keuangan 
     
3. Menurut Bapak/Ibu, adanya transparansi dan 
akuntabilitas dalam proses pengelolaan 
keuangan lembaga sektor publik saat ini mudah 
dipahami dan diterima oleh lapisan masyarakat 
     
4. Menurut Bapak/Ibu, dengan adanya sistem 
informasi keuangan saat ini dapat 
memudahkan kinerja pegawai dalam 
pengelolaan keuangan daerah 
     
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah seluruh pegawai 
pemerintahan diharapkan dapat menerima dan 
menggunakan sistem informasi keuangan yang  
baru dengan baik dan bijak 
     
 
 
 
 
2. Kuisioner untuk Pengendalian Akuntansi 
NO Pertanyaan STS TS R S SS 
1. Menurut Bapak/Ibu, dalam  pelaporan LKPD 
harus  sesuai dengan standar akuntansi yang 
berlaku  
     
2. Menurut Bapak/Ibu, Tersimpannya arsip 
dokumen sumber data dengan baik dapat 
mencegah dan mengurangi kekeliruan 
     
3. Menurut Bapak/Ibu, Hubungan yang baik 
secara vertikal (Kepala Kantor/ Dinas dengan 
pegawai) maupun horizontal (antar pegawai ) 
merupakan satu elemen penting dalam proses 
akuntabilitas 
     
4. Menurut Bapak/Ibu, dilakukannya pemantauan 
secara berkala oleh kepala bidang/ kantor 
Dinas saat penyusunan laporan keuangan dapat 
mengurangi resiko kecurangan  
     
5. Menurut Bapak/Ibu, Terdapatnya pemisahan 
tugas dan wewenang yang jelas (tidak rangkap 
jabatan ) adalah suatu tindakan yang baik dan 
benar sehingga diharapkan tidak akan ada 
penyalahgunaan wewenang 
     
6. Menurut Bapak/Ibu, dilakukannya analisis 
risiko secara berkala dapat meminimalisir 
adanya suatu tindakan kecurangan yang bisa 
dilakukan oleh oknum pegawai yang tidak 
bertanggungjawab 
     
7.  Menurut Bapak/Ibu, di berikannya batas waktu      
pegawai dalam pengolahan data keuangan 
diharapkan dapat memberikan data yang akurat 
dan tepat waktu 
 
 
3. Kuisioner untuk Partisipasi Anggaran 
NO Pertanyaan STS TS R S SS 
1. Menurut Bapak/Ibu, keterlibatan pimpinan 
dalam memberikan kebijakan perihal 
penyusunan anggaran adalah sesuatu yang 
diharuskan 
     
2. Menurut Bapak/Ibu, adanya keterlibatan 
pimpinan dalam penentuan metode dan strategi 
pelaksanaan anggaran adalah sesuatu yang 
diharuskan 
     
3. Menurut Bapak/Ibu, adanya keterlibatan 
pimpinan dalam penentuan prioritas dan 
advokasi anggaran adalah sesuatu yang 
diwajibkan 
     
4. Menurut Bapak/Ibu, adanya keterlibatan 
pimpinan dalam penentuan tujuan dan 
kejelasan sasaran anggaran sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab pimpinan 
     
5. Menurut Bapak/Ibu, adanya keterlibatan 
pimpinan dalam proses penyusunan anggaran 
sampai anggaran di realisasikan menjadi 
tanggungjawab penuh pimpinan 
     
6. Menurut Bapak/Ibu, adanya kesungguhan 
pimpinan dalam berpartisipasi dalam proses 
penyusunan anggaran dapat memotivasi 
pegawai untuk dapat menyelesaikan tugas dan 
tanggungjawabnya 
     
 
 
4. Kuisioner untuk Sistem Pelaporan 
NO Pertanyaan STS TS R S SS 
1. Menurut Bapak/Ibu, adanya suatu sistem 
pelaporan yang baik dan benar dapat digunakan 
dalam meminimalisir adanya tindakan 
penyimpangan dalam pembuatan laporan 
kinerja keuangan 
     
2. Menurut Bapak/Ibu,adanya tindakan yang tepat 
dilakukan dalam pembuatan laporan harus 
mempunyai target dan realisasi yang jelas 
     
3. Menurut Bapak/Ibu, diberikannya batas waktu 
untuk dapat mengkoreksi laporan anggaran 
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan agar 
terciptanya efisiensi waktu pelaporan 
     
4. Menurut Bapak/Ibu, laporan yang ada harus 
menjelaskan mengenai sebab- sebab 
penyimpangan 
     
5. Menurut Bapak/Ibu, perlu adanya suatu 
tindakan yang harus diambil dalam mengoreksi 
suatu kesalahan 
     
 
5. Kuisioner untuk Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
NO Pertanyaan STS TS R S SS 
1. Menurut Bapak/Ibu, pemerintah diharapkan 
mampu mengelola dan menggunakan 
keuangannya sendiri (PAD) untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah 
     
2. Menurut Bapak/Ibu, pemerintah mampu 
mengelola dan menggunakan dana alokasi 
umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) 
secara efektif dan efisien 
     
3. Menurut Bapak/Ibu, pemerintah diharapkan 
mampu memperkecil ketergantungan bantuan 
dari pemerintah pusat 
     
4. Menurut Bapak/Ibu, adanya pelatihan, 
pemberian kepercayaan, keterlibatan dalam 
perencanaan, pengambilan keputusan, serta 
pengakuan merupakan salah satu syarat untuk 
mencapai kinerja 
     
5. Menurut Bapak/Ibu, kewajiban para pegawai 
untuk memberikan pertanggungjawaban, 
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan 
segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi 
tanggung jawabnya terhadap masyarakat 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 61 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 61 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.797 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
SIK1 4.07 .873 61 
SIK2 4.15 .749 61 
SIK3 4.07 .772 61 
SIK4 4.07 .793 61 
SIK5 3.92 .640 61 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
SIK1 16.20 4.861 .660 .731 
SIK2 16.11 5.170 .714 .715 
SIK3 16.20 5.494 .573 .760 
SIK4 16.20 5.427 .570 .761 
SIK5 16.34 6.496 .385 .810 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
20.26 8.163 2.857 5 
 Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 61 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 61 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.702 7 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
PAkt1 4.00 .548 61 
PAkt2 4.03 .576 61 
PAkt3 4.08 .640 61 
PAkt4 3.97 .657 61 
PAkt5 4.20 .572 61 
PAkt6 4.03 .515 61 
PAkt7 4.03 .515 61 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
PAkt1 24.34 4.896 .275 .702 
PAkt2 24.31 4.418 .459 .657 
PAkt3 24.26 4.263 .450 .659 
PAkt4 24.38 4.305 .412 .670 
PAkt5 24.15 4.628 .369 .680 
PAkt6 24.31 4.585 .459 .659 
PAkt7 24.31 4.551 .476 .655 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
28.34 5.863 2.421 7 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 61 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 61 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.823 6 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
PAngg1 3.98 .619 61 
PAngg2 4.05 .530 61 
PAngg3 4.11 .686 61 
PAngg4 4.02 .671 61 
PAngg5 4.10 .597 61 
PAngg6 4.00 .577 61 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
PAngg1 20.28 5.504 .462 .821 
PAngg2 20.21 5.337 .658 .783 
PAngg3 20.15 4.795 .655 .780 
PAngg4 20.25 4.822 .665 .777 
PAngg5 20.16 5.239 .597 .793 
PAngg6 20.26 5.497 .517 .809 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
24.26 7.230 2.689 6 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 61 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 61 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.710 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
SPel1 4.28 .686 61 
SPel2 4.11 .608 61 
SPel3 4.30 .715 61 
SPel4 4.38 .687 61 
SPel5 4.43 .718 61 
 
  
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
SPel1 17.21 3.737 .457 .667 
SPel2 17.38 4.172 .354 .704 
SPel3 17.20 3.527 .514 .642 
SPel4 17.11 3.770 .442 .673 
SPel5 17.07 3.396 .571 .617 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
21.49 5.421 2.328 5 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 61 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 61 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.752 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
KKPD1 4.16 .820 61 
KKPD2 4.16 .688 61 
KKPD3 4.11 .733 61 
KKPD4 4.08 .781 61 
KKPD5 4.26 .656 61 
 Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
KKPD1 16.62 4.205 .582 .684 
KKPD2 16.62 4.605 .596 .682 
KKPD3 16.67 4.557 .557 .694 
KKPD4 16.70 4.445 .541 .700 
KKPD5 16.52 5.420 .323 .770 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
20.79 6.837 2.615 5 
 
Regression 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 SPel, PAngg, SIK, 
PAktb 
. Enter 
a. Dependent Variable: KKPD 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summaryb 
Model R 
R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .918a .843 .832 1.073 .843 75.073 4 56 .000 
a. Predictors: (Constant), SPel, PAngg, SIK, PAkt 
b. Dependent Variable: KKPD 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 345.752 4 86.438 75.073 .000b 
Residual 64.478 56 1.151   
Total 410.230 60    
a. Dependent Variable: KKPD 
b. Predictors: (Constant), SPel, PAngg, SIK, PAkt 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta   
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) .865 2.093  .413 .681      
SIK .779 .070 .851 11.192 .000 .907 .831 .593 .485 2.060 
PAkt -.036 .084 -.034 -.433 .667 .636 -.058 -.023 .467 2.140 
PAngg .046 .061 .047 .755 .453 .330 .100 .040 .716 1.396 
SPel .189 .070 .168 2.699 .009 .458 .339 .143 .726 1.378 
a. Dependent Variable: KKPD 
 
Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimension Eigenvalue 
Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) SIK PAkt PAngg SPel 
1 1 4.970 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .013 19.359 .00 .00 .00 .32 .31 
3 .011 21.336 .08 .59 .00 .05 .03 
4 .003 38.610 .34 .00 .24 .61 .64 
5 .002 45.152 .58 .41 .76 .02 .02 
a. Dependent Variable: KKPD 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 16.14 24.79 20.79 2.401 61 
Residual -2.295 3.183 .000 1.037 61 
Std. Predicted Value -1.936 1.668 .000 1.000 61 
Std. Residual -2.139 2.966 .000 .966 61 
a. Dependent Variable: KKPD 
 
  
 NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 61 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 1.03664251 
Most Extreme Differences Absolute .094 
Positive .094 
Negative -.072 
Test Statistic .094 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
 
Regression 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 SPel, PAngg, SIK, 
PAktb 
. Enter 
a. Dependent Variable: ABSut 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Mod
el R 
R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .268a .072 .005 .63302 .072 1.081 4 56 .375 
a. Predictors: (Constant), SPel, PAngg, SIK, PAkt 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.733 4 .433 1.081 .375b 
Residual 22.440 56 .401   
Total 24.173 60    
a. Dependent Variable: ABSut 
b. Predictors: (Constant), SPel, PAngg, SIK, PAkt 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Correlations Collinearity Statistics 
B 
Std. 
Error Beta   
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) .869 1.235  .704 .484      
SIK -.036 .041 -.163 -.880 .383 -.105 -.117 -.113 .485 2.060 
PAkt .013 .049 .051 .272 .787 -.038 .036 .035 .467 2.140 
PAngg .044 .036 .186 1.226 .225 .163 .162 .158 .716 1.396 
SPel -.036 .041 -.132 -.874 .386 -.197 -.116 -.113 .726 1.378 
a. Dependent Variable: ABSut 
 
Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimension Eigenvalue 
Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) SIK PAkt PAngg SPel 
1 1 4.970 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .013 19.359 .00 .00 .00 .32 .31 
3 .011 21.336 .08 .59 .00 .05 .03 
4 .003 38.610 .34 .00 .24 .61 .64 
5 .002 45.152 .58 .41 .76 .02 .02 
a. Dependent Variable: ABSut 
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